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PERATU2AN DAERAH KABUPATEN KERINCI
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TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGRAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA

BUPAT! KERINCI,

Menimbang :

2 bashwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan serta
untuk mempercepat peningkatan kesejaiiteraan masyarakat
periu dibentuk kelurahan. Untuk Itu maka pembentukan,
perghapusan  dan  penggabungan kelurahan  harus
mempertimbangkan syarai adininistrasi, syaret teknis dan
syarat kewilayahan;

& banwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6)
Peraturan Pemerincah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
dan Pasal 8 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 31
yahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupatern
vorind MNomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukarn,
semec2han, Penghapusan dan Perggabungan Kelurahan periu
&tnjau kembali;



c bohwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentut: Peraturen Daeran
tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggaburgan
kelurahan;

Mengingat :

L

|

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 enfang Penetapan
Undang - Undang Darurat Nemer 21 Tahun 1957 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor i2 Tahun 1956 tentang
“embentukan Daerah Swatanta Tingket II datam iingkungan
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan
peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik T idonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teritang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana tefah diubah beberzpakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentany
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahurn 2004
(Lembaran negara Republik Indoriesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4588); '

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);



€ Perawran Pemeiinigh Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemeiintahan antsia Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (iembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4/37);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tanun 2007 tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelursghan;

3 Persturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Froquk
Hukum Daerah  (Lembsran Dacrain  Kabupaten Kerind
Tanun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten
Kerind Nomor 6);

Denaan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan %
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,

PENCHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kering.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Dacreh Kabupaten
Kerind.
3. Bupati adalah Bupati Kerind.



oy

“ecamatan zdalah wileyah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Kerindi.

Kelurahan adalah witayzh kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
dalam wilayah kerja kecamatan.

Lurah adalah kepala Kelurahar.

Pembentukan Kelurahan adaiah Penggabungan beberapa
kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau
pemekaran dari satu «elurahan menjadi dua kelurahan atau lebih
atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.

Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan
yang ada.

BABII
TUJUAN
Pasal 2

Zeiirahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,
melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyaraka’
dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2AB III
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Fersyaratan
Pasal 2

Pembentukan kciursiian sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

2
b.
c
d

jumlan penduduk;

Juas wilayah;

bagian wilayah ksria; dan

sarana dan prasarana pemenntan.



Pasal 4
Jip 3smizh pencuduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
galing sedikit 2.000 jiwa atau 490 kepala keluarga.
@ L==s wilayah sebagaimana dimaksud dalem Pasal 3 huruf ©
gefing sedikit 5 Km2

3 BSacian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalar Pasal 3

seuf C adalah wilayah yang dapat dijangkau dalarmn
meringkatkan pelayanan dan pembinsan masyarakat.

& Sarana dan ptasarana pemerintah sebagaimana dimaksud
dzb>m pasa! 3 hunuf d yaitu:

mermiiixi kantcr pemerintah;

memiliki jaringan perhuburgan yang lancar;

<arana komunikasi yang mamadai; dan

£asilitas umum yang memadai.

P Ep

Pasal 5

Jumizh. penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Sepedoman pada data tahun terakhir yang sah dan tersedia pada
nst=nsi pemerintah daerah yang membidang: kependudukan.

Pasal 6

Jilke pembentukan kelurahan mengakibatkan keluranan asal Hdak lagi
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka
gembentukan keiurahan tidak dapat dilakukan.

Pasal 7
Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau
ki dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit (5) tahun
semyelenggaraan pemesintahan di kelurahan.



Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
Pasz2! 8

(1) Ke'urzhan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau wilayah
ibukota daerah dan kecamatan.

(2) Penbentukan keluranan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
dapat berupa penggzbungar beberapa relurahan atau bagian
kelurahan yang bersandingzn atau pemekaran dari 1 (satu}
kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

Pasa! @

(1) Pembentukan keiurahan divsulkan oleh Lurah kepada 8upat
melalui Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.

{2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

Bupat membentuk Tim penelit dan pengkajian keiayakan

pember tukan kelurahan.

(3) Aspirasi masyerakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui lembaga kemasvarakatan.

(4) Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peratuian Daerah.

Pasal 19
Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan sepsgainana
dimaksud dzlam Pasai 3 avat (4) sekureng-rurangny2 imemuat:
a. nama kelurahan; ‘
b. luas wilayah;
c. batas kelurahan; dan
d. peta kelurahan.



BAB IV
PENGHAPUSAN DAH PENGSABUNGAN
Pasal 11 |
(1) Kelurahan yang xondisi masyarakat dan wilayahnya tidak iayi
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
danat dihapus atau digabung.
(2) Penghapusan dan penggabungan  kelurahan dilakukan
berdasarkan hasi! penelitian dan pengkajian yang gilaksanakan
olen Pemerintah Zasreh.

BABV
PEMBYAYAAN
Pasal 12
Sembiayasn  pembentukan, penghapusan dan penggabungan
kelurahan dibebankan kepads anggaran pendapatan dan belanja
deerah

BAB VI
PEMBINAAN DAR PENGAWASAN
Pasal 15
(1) Pembinaan dan pengawasan pembénmkan, penghapusan dan
penggabungan keiurahan diiakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasaii sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan melalui pemberian pedoman umum, vimbingan,
pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi.

~d



cAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini muiai berlaku, Poraturan Dzer:n
Kabupaten Kerind Nomor § Tahun 2001 tentang Pembentuken,
Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Keluraian (Lembarzn

-

daerah kabupaten Kerind tahun 2001 Nomor 5 Seri C Nomor 4)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ' '

- Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, imemerintahkan pengundangzn
Peraturar Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lsmbarzn
Daerah Kabupaten Keringi.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tangual 2 Februar 2079

BUPATI KERINCI,

dto
H. FAUZI STIN

Diundangkarn di Sungaipenuh
pada tanggal 10 Februari 2009

SEXRETARIS DAERAH KERINCI,

H. MAARUF xAg/

LEMBARAN DAERAH KABUEATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOK 5



